
 

 
 

 

 
BUPATI NATUNA 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 
PERATURAN BUPATI NATUNA 

NOMOR  6  TAHUN 2023 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATUAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2022  

TENTANG JENIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

BUPATI NATUNA, 
 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, 

dan kewajaran sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan perlu diatur kembali ketentuan Harga 
Satuan Barang; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud 
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 74             
Tahun 2022 tentang Jenis Standar Belanja di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, 
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota 
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia             Nomor 4880); 
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
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diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757);  

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6847); 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 8.  Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12    Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018               
Nomor 33); 

 9.  Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN                     
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 74            

TAHUN 2022 TENTANG JENIS STANDAR BELANJA                
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2023. 

 
Pasal I 



- 3 - 
 

Ketentuan Lampiran 1 tentang Standar Satuan Harga pada 

Peraturan Bupati Natuna Nomor 74 Tahun 2022 tentang 
Jenis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 
Kabupaten Natuna 2022 Nomor 159) diubah sebagaimana 

terlampir pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati. 

 
Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna. 

 

 
Ditetapkan di Ranai 
pada tanggal 14 Februari 2023 

     

BUPATI NATUNA, 
 

 
 ttd 

 

WAN SISWANDI 
 

Diundangkan di Ranai 
pada tanggal 14 Februari 2023 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, 
 

       ttd 
 

 
BOY WIJANARKO VARIANTO 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 247 

 
 

 
 

 


